
WALIKOTABIMA

PROVINSINUSATENGGARABARAT

PERATURANWALIKOTABIMA

NOMOR TAHUN2020

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSISERTATATAKERJA

SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABIMA,

Menimbang : a. bahwa untukkeseragaman nomenklaturdan unitkerja perangkat

daerahyangmenyelenggarakantugasdanfungsisekretariatdewan

perwakilanrakyatdaerah,MenteriDalam Negeritelahmenetapkan

PeraturanMenteriDalam NegeriNomor104Tahun2016tentang

PedomanNomenklaturSekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah

ProvinsidanKabupaten/Kota;

b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor33 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsisertaTataKerja

SekretariatDewan Perwakilan RakyatDaerah sudah tidak sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan organisasi

sehinggaperludiganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanWalikotatentang

Kedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsisertaTataKerja

SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor13Tahun2002tentangPembentukanKota

BimadiProvinsiNusaTenggaraBarat(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2002 Nomor26,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor82,Tambahan Lembaran Negara



RepublikIndonesiaNomor5234)sebagaimanatelahdiubahdengan

Undang-Undang Nomor15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor183,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor6398);

3. Undang-UndangNomor5Tahun2014tentangAparaturSipilNegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5494);

4. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-

UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014

Nomor292,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor

114,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5887)

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor72

Tahun2019tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor18

Tahun2016tentangPerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2019 Nomor187,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor6402);

7. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor2036)sebagaimana telah diubah

denganPeraturanMenteriDalam NegeriNomor120 Tahun2018

tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalam NegeriNomor80

Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor157);



8. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor104Tahun2016tentang

PedomanNomenklaturSekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah

Provinsidan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun2016Nomor1910);

9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang

PembentukandanSusunanPerangkatDaerahKotaBima(Lembaran

DaerahKotaBimaTahun2016Nomor183,TambahanLembaran

DaerahKotaBimaNomor88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANWALIKOTATENTANGKEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILANRAKYATDAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWalikotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBima.

2. PemerintahDaerahadalahkepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom.

3. WalikotaadalahWalikotaBima.

4. Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang selanjutnya disingkatDPRD

adalahlembagaperwakilanrakyatDaerahyangberkedudukansebagai

unsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah.

5. SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKotaBima.

6. SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisebut

SekretariatDPRDadalahunsurpelayananadministrasidanpemberian

dukunganterhadaptugasdanfungsiDPRD.

7. SekretarisDewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisebut

SekretarisDPRD adalahSekretarisDewanPerwakilanRakyatDaerah

KotaBima.

8. UrusanPemerintahanadalahkekuasaanpemerintahanyangmenjadi

kewenanganPresidenyangpelaksanaannyadilakukanolehkementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani,memberdayakan,danmenyejahterakanmasyarakat.



9. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuWalikotadanDPRDdalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan

Daerah.

10. KelompokJabatanFungsionaladalahsejumlahtenagafungsionalyang

terbagiatasberbagaikelompokmasing-masingberdasarkanPeraturan

Perundang-Undangan.

11. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta

menjaditanggungjawabseseorangkarenajabatannyasesuaifungsi

organisasi.

12. Fungsiadalah perwujudan tugaskepemerintahan dibidang tertentu

yang dilaksanakan dalam rangka mencapaitujuan pembangunan

nasional.

BABII

KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan

pemberiandukunganterhadaptugasdanfungsiDPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam

melaksanakantugasnyasecarateknisoperasionalberadadibawahdan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggungjawabkepadaWalikotamelaluiSekretarisDaerah.

BABIII

SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) SusunanOrganisasiSekretariatDPRD,terdiriatas:

a. SekretarisDPRD.

b. BagianUmum danKeuangan,terdiridari:

1.SubbagianProgram danKeuangan;dan

2.SubbagianUmum.

c. BagianPersidangandanPerundang-undangan,terdiridari:

1.SubbagianKajianPerundang-undangan;dan

2.SubbagianPersidangan,RisalahdanPublikasi.

d. BagianFasilitasiPenganggarandanPengawasan,terdiridari:



1.SubbagianFasilitasiPenganggaran;dan

2.SubbagianFasilitasiPengawasan.

e. KelompokJabatanFungsional.

(2) Bagan Susunan OrganisasiSekretariatDPRD sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

PeraturanWalikotaini.

BABIV

TUGASDANFUNGSI

BagianKesatu

SekretarisDPRD

Pasal4

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan,menyelenggarakan administrasikeuangan,mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

melaksanakan fungsinya sesuaikebutuhan dan kemampuan keuangan

daerah.

(2) SekretarisDPRDdalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpada

ayat(1)menyelenggarakanfungsi:

a.penyelenggaraanadministrasikesekretariatanDPRD;

b.penyelenggaraanadministrasikeuanganDPRD;

c.asilitasipenyelenggaraanrapatDPRD;

d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahliyang diperlukan oleh

DPRD;dan

e.melaksanakanfungsilainyangdiberikanolehWalikotayangberkaitan

dengantugasnya.

BagianKedua

BagianUmum danKeuangan

Pasal5

(1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

memberikanpelayananadministrasidanteknisyangmeliputiperencanaan,

keuangan,urusan tata usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan

aparatursipilnegara.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1),Bagian

Umum danKeuanganmempunyaifungsi:

a.menyelenggarakanketatausahaanSekretariatDPRD;



b.mengelolakepegawaianSekretariatDPRD;

c.mengelolaadministrasikeanggotaanDPRD;

d.memfasilitasipelaksanaanpeningkatankapasitasanggotaDPRD;

e.mengelolatenagaahlisesuaidengankebutuhanDPRD;

f. menyediakanfasilitasifraksiDPRD;

g.menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah

tanggaDPRD;

h.menyelenggarakanpengadaandanpemeliharaansaranadanprasarana

DPRD;

i. menyelenggarakan pengelolaan asetyang menjaditanggung jawab

DPRD;

j. menyusunperencanaananggaranSekretariatDPRD;

k.mengevaluasibahanperencanaananggaranSekretariatDPRD;

l. memverifikasiperencanaankebutuhanrumahtanggaSekretariatDPRD;

m.memverifikasikebutuhanperlengkapansekretariatDPRD;

n.menyelenggarakanpenatausahaankeuanganSekretariatDPRD;

o.melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan

SekretariatDPRD;

p.mengoordinasikanpengelolaananggaranSekretariatDPRD;

q.memverifikasipertanggungjawabankeuanganSekretariatDPRD;

r. mengevaluasilaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

SekretariatDPRD;

s.mengoordinirdanmengevaluasilaporankeuanganSekretariatDPRD;

t. mengevaluasipengadministrasiandanakuntansikeuanganSekretariat

DPRD;

u.menyusunlaporankinerjadananggaranSekretariatDPRD;dan

v.melaksanakanfungsilainyangdiberikanolehSekretarisDPRD yang

berkaitandengantugasnya.

(3) BagianUmum danKeuangan,membawahi:

1.SubbagianProgram danKeuangan;dan

2.SubbagianUmum.

Paragraf1

SubbagianProgram danKeuangan

Pasal6

SubbagianProgram danKeuanganmempunyaitugas:

a.menyusunbahanperencanaan;



b.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran(DPA)baikmurnimaupunperubahannya;

c.menyusunperencanaankebutuhanrumahtanggaDPRD;

d.merencanakankebutuhanperlengkapansekretariatDPRD;

e.merencanakanpemverifikasiankeuangan;

f. memverifikasipertanggungjawabankeuangan;

g.mengoordinasikan kepada PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

BendaharadanpembantuPejabatPenatausahaanKeuangan(PPK)untuk

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar(SPM)Uang Persediaan (UP)/GantiUang (GU)/Tambah Uang

(TU)/Langsung(LS);

h.memverifikasiperencanaankebutuhanrumahtangga;

i. memverifikasikebutuhanperlengkapansekretariatDPRD;

j. merencanakanpenatausahaankeuangan;

k.menyusunpengadministrasiandanpembukuankeuangan;

l. mengoordinasikankepadaPPTKdanBendaharadalam pelaksanaanbelanja

danpertanggungjawabankeuangan;

m.melaksanakanpengelolaan keuanganPimpinan,AnggotadanSekretariat

DPRD;

n.menganalisislaporankeuangan;

o.menganalisislaporankinerja;

p.menyusunlaporanpertanggungjawabanpengelolaankeuangan;dan

q.melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepalaBagianUmum dan

Keuangan

Paragraf2

SubbagianUmum

Pasal7

SubbagianUmum mempunyaitugas:

a.melaksanakan surat-menyuratdan naskah dinas SekretariatDPRD dan

pimpinanDPRD;

b.melaksanakankearsipan;

c.menyusunadministrasikepegawaian;

d.menyusun rencana kerja operasionalkegiatan pelayanan administrasi

kepegawaian;

e.menyiapkanbahanadministrasikepegawaian;

f.menganalisiskebutuhandanmerencanakanpenyediaantenagaahli;

g.menyiapkanbahanadministrasipembuatandaftarUrutkepangkatandan



formasipegawai;

h.mengaturdanmemeliharakebersihankantorkomplekSekretariatDPRD;

i.mengaturdanmemeliharahalamandantamandikomplekSekretariatDPRD;

j.mengaturdanmengelolakeamanankomplekSekretariatDPRD;

k.memfasilitasipenyiapantempatdansaranarapatdanpertemuan;

l.mengadakanbarangdanjasakebutuhanperlengkapansekretariatDPRD;

m.mendistribusikandanpengendalianbahanperlengkapan;

n.merencanakanpemeliharaanalat-alatperlengkapan;

o.menyediakan,mengurus,menyimpan dan mengeluarkan barang untuk

keperluanDPRDdanSekretariatDPRD;

p.mengaturpemeliharaandanpengelolaanbahanbakarkendaraandinasdi

SekretariatDPRD;

q.mengaturpenggunaankendaraandinasdanparapengemudiuntukkeperluan

DPRDdanSekretariatDPRD;

r.melaksanakanpemeliharaansarana,prasaranadangedung;dan

s.melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan

Keuangan.

BagianKetiga

BagianPersidangandanPerundang-undangan

Pasal8

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas

melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsiDPRD di

bidangpersidangandanperundang-undangan.

(2) Untukmenyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1),

BagianPersidangandanPerundang-undanganmempunyaifungsi:

a.menyelenggarakankajianperundang-undangan;

b.memfasilitasipenyusunanprogram pembentukanperaturandaerah;

c.memfasilitasipenyusunanNaskahAkademikdanRancanganPeraturan

Daerahinisiatif;

d.memverifikasi,mengevaluasidan menganalisis produk penyusunan

peraturanperundang-undangan;

e.mengumpulkanbahanpenyiapanRancanganPeraturanDaerahInisiatif;

f. memfasilitasipenyelengaraanpersidangan;

g.menyusunrisalahrapat;

h.mengoordinasikanpembahasanRancanganPeraturanDaerah;

i. memverifikasi,mengoordinasikandanmengevaluasidaftarInventaris

Masalah(DIM);



j. memverifikasi,mengoordinasikandanmengevaluasirisalahrapat;

k.menyelenggarakanhubunganmasyarakat;

l. menyelenggarakanpublikasi;

m.menyelenggarakankeprotokolan;dan

n.melaksanakanfungsilainyangdiberikanolehSekretarisDPRD yang

berkaitandengantugasnya.

(3) BagianPersidangandanPerundang-undangan,membawahi:

a.SubbagianKajianPerundang-undangan;dan

b.SubbagianPersidangan,RisalahdanPublikasi.

Paragraf1

SubbagianKajianPerundang-undangan

Pasal9

SubbagianKajianPerundang-undangan:

a.melaksanakankajianperundang-undangan;

b.membuatkonsepbahanpenyusunanNaskahAkademik;

c.menyusunbahananalisisprodukpenyusunanperundang-undangan;

d.membuatkonsepbahanpenyiapanPeraturanDaerahinisiatif;

e.merancangbahanpembahasanPeraturanDaerah;

f.menyusunbahanDaftarInventarisirMasalah(DIM);dan

g.melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepalaBagianPersidangandan

Perundang-undangan.

Paragraf2

SubbagianPersidangan,RisalahdanPublikasi

Pasal10

SubbagianPersidangan,RisalahdanPublikasimempunyaitugas:

a.merencanakanprogram danjadwalrapatdansidang;

b.menyusunrisalah,notulendancatatanrapat-rapat;

c.menyiapkanmateri/bahanrapatDPRD;

d.memfasilitasirapat-rapatDPRD;

e.menyiapkanbahanpenyusunanrancanganRencanaKerjaDPRD;

f.menyusunbahankomunikasidanpublikasi;

g.merancangadministrasikunjungankerjaDPRD;



h.menyusunbahankeprotokolanpimpinanDPRD;

i.merencanakankegiatanDPRD;

j.merencanakankeprotokolanpimpinanDPRD;dan

k.melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepalaBagianPersidangandan

Perundang-undangan.

BagianKeempat

BagianFasilitasiPenganggarandanPengawasan

Pasal11

(1) Bagian FasilitasiPenganggaran dan Pengawasan mempunyaitugas

melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsiDPRD di

bidangpenganggarandanpengawasan.

(2) Untukmenyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1),

BagianFasilitasiPenganggarandanPengawasanmempunyaifungsi:

a.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan

KebijakanUmum Anggaran-PrioritasPlafonAnggaranSementara(KUA-

PPAS)/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon

AnggaranSementara(KUPA-PPAS);

b.memfasilitasi,memverifikasi,dan mengoordinasikan Pembahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran

PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Perubahan;

c.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan

RaperdapertanggungjawabanpelaksanaanAnggaranPendapatandan

BelanjaDaerah(APBD);

d.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan

laporansemesterpertamadanprognosisenam bulanberikutnya;

e.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan

laporanketeranganpertangungjawabankepaladaerah;

f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan

terhadaptindaklanjuthasilpemeriksaanBadanPemeriksaKeuangan

(BPK);

g.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi

masyarakat;

h.memfasilitasi,mengoordinasikan dan mengevaluasirumusan rapat

dalam rangkapengawasan;

i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan

penegakankodeetikDPRD;



j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan

pengawasanpenggunaananggaran;

k.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan

pelaksanaankebijakan;

l. memfasilitasi,memverifikasi,danmengoordinasikanpenyusunanpokok

-pokokpikiranDPRD;

m.memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan

kerjasamadaerah;dan

n.melaksanakanfungsilainyangdiberikanolehSekretarisDPRD yang

berkaitandengantugasnya.

(3) BagianFasilitasiPenganggarandanPengawasan,membawahi:

a.SubbagianFasilitasiPenganggaran;dan

b.SubbagianFasilitasiPengawasan.

Paragraf1

SubbagianFasilitasiPenganggaran

Pasal12

SubbagianFasilitasiPenganggaranmempunyaitugas:

a.merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon

Anggaran Sementara(KUA-PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-

PrioritasPlafonAnggaranSementara(KUPA-PPAS);

b.menyusunbahanpembahasanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah

(APBD)/AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Perubahan;

c.menyusun bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pertangung

jawabanpelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD);

d.menyusun bahan pembahasan laporan semesterpertama dan prognosis

enam bulanberikutnya;

e.menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban

kepaladaerah;

f.menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjuthasilpemeriksaan

BadanPemeriksaKeuangan(BPK);dan

g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi

PenganggarandanPengawasan.

Paragraf2

SubbagianFasilitasiPengawasan

Pasal13

SubbagianFasilitasiPengawasanmempunyaitugas:



a.mengkajiulangrumusanrapatdalam rangkapengawasan;

b.merancangbahanrapat-rapatinternalDPRD;

c.menganalisisbahandalam pelaksanaanpenegakankodeetikDPRD;

d.menganalisisbahandukunganpengawasanpenggunaananggaran;

e.menyusunbahanpengawasanpelaksanaankebijakan;

f.memfasilitasiresesDPRD;

g.merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabatpemerintah dan

masyarakat;

h.menganalisisdata/bahandukunganjaringanaspirasi;

i.menyusunpokok-pokokpikiranDPRD;

j.melaksanakankerjasamaSekretariatDPRDdanDPRD;dan

k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi

PenganggarandanPengawasan.

BagianKelima

KelompokJabatanFungsional

Pasal14

(1) KelompokJabatanFungsionalmempunyaitugasmelaksanakansebagian

tugasPemerintahDaerahsesuaidengankeahliandankebutuhan.

(2) KelompokJabatanFungsionalterdiridarisejumlahtenagafungsionalyang

diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsionaldipimpin oleh seorang tenaga

fungsionalyangditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsionaldiaturberdasarkan ketentuan

peraturanperundang-undangan.

(5) JumlahTenagaJabatanFungsionalditentukanberdasarkanbebankerja.

BABV

TATAKERJA

Pasal15

(1) Dalam melaksanakantugas,setiappimpinanunitorganisasidankelompok

tenaga fungsionalwajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasidan

sinkronisasibaikdalam lingkunganmasing-masingmaupunantarsatuan

organisasidilingkunganPemerintahDaerahsertadenganInstansilaindi

luarPemerintahDaerahsesuaidengantugasmasing-masing.

(2) Setiappimpinanunitorganisasiwajibmengawasibawahannyamasing-

masingdanbilaterjadipenyimpanganagarmengambillangkah-langkah



yangdiperlukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasibertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikanbawahanmasing-masingdanmemberikanbimbingan

sertapetunjukbagipelaksanaantugasbawahannya.

(4) Setiappimpinanunitorganisasiwajibmengikutidanmematuhipetunjuk

danbertanggungjawabkepadaatasanmasing-masingdanmenyiapkan

laporanberkalatepatpadawaktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunanlaporanlebihlanjutdanuntukmemberikanpetunjukkepada

bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,tembusan

laporan wajib disampaikan kepada perangkatdaerah lain yang secara

fungsionalmempunyaihubungankerja.

(7) Dalam pelaksanaantugassetiappimpinanunitorganisasidibawahnyadan

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,

pimpinanunitorganisasiwajibmengadakanrapatberkala.

BABVI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal16

(1) Dalam halpejabatyangtelahdilantiksesuaidengannomenklaturdalam

PeraturanWalikotaini,agarmenyelesaikanpenganggaransesuaidengan

nomenklatursebelumnya.

(2) Nomenklatursebagaimana diaturdalam Peraturan Walikota inimulai

berlakupadatahunanggaran2021.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal17

PadasaatPeraturanWalikotainimulaiberlaku,PeraturanWalikotaNomorBima

33Tahun2016tentangKedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsiserta

TataKerjaSekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah(BeritaDaerahKota

BimaTahun2016Nomor291),dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal18



PeraturanWalikotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikotainidenganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaBima.

DitetapkandiKotaBima
padatanggal 2020

WALIKOTABIMA,

MUHAMMADLUTFI

DiundangkandiKotaBima
padatanggal 2020

SEKRETARISDAERAHKOTABIMA,

MUKHTAR

BERITADAERAHKOTABIMATAHUN2020NOMOR


